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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan hasil pembahasan sebelumnya, peneliti 

memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Analisis Efektivitas dan 

Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilakukan di Kecamatan Tapa, 

Kabupaten Bone Bolango dari tahun 2019 adalah sebagai berikut: 

1. Efektivitas Anggaran Pendapatan Belanja Desa di setiap desa di Kecamatan Tapa 

pada tahun 2019 cukup bervariasi. Untuk pendapatan rata-rata tingkat 

efektivitasnya sebesar 100% dan masuk dalam kategori sangat efektif. sedangkan 

rata-rata tingkat efektivitas belanja sebesar 95%, termasuk dalam kategori efektif. 

Hal tersebut, dipengaruhi oleh keberhasilan pemerintah desa dalam 

memaksimalkan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. 

2. Efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kecamatan Tapa tahun anggaran 

2019 secara keseluruhan masuk dalam kategori kurang efisien. Karena pada 

hakekatnya Kecamatan Tapa masih masuk dalam kategori berkembang maka dari 

itu pengrealisasian belanja cenderung lebih besar dari pada target yang 

dianggarkan. Untuk itu, bahwa penggunaan anggaran masih dikatakan belum 

hemat. Selain itu, masih ada beberapa desa yang belum memaksimalkan dalam 

pengrealisasian pendapatan.  
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5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibahas dalam 

penelitian ini, maka dapat diberikan saran yaitu Pemerintah desa dalam 

merencanakan anggaran, terlebih dahulu memperhitungkan efisiensi dan  efektivitas 

atas dana yang akan dikelola, agar antara penggunaan dana dan tujuan pembangunan 

desa dapat tercapai maksimal. Dan sebaiknya dalam menyusun serta merealisasikan 

APBDesa perlu memperhatikan rasio-rasio keuangan untuk periode berikutnya agar 

dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat 
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